BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka sebagai jawaban terhadap
permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kewenangan Korps Polairud dalam melakukan penegakan hukum dilaut mencakup

beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:
a. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1981
Tentang KUHAP, sesuai dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No 8 Tahun 1981 dan Pasal 17 PP No. 27
Tahun 1983 tentang pelaksanaan kuhap, bahwa Polri sebagai penyidik umum berwenang melakukan
penegakan hukum dilaut dalam hal ini perairan Indonesia.
b. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1985 tentang Pengesahan/Ratifikasi UNCLOS 1982, menerangkan bahwa Polri sebagai lembaga
pemerintah berwenang melakukan penegakan hukum dilaut sesuai dalam Pasal 107, 110, 111 dan
224 UU No 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 walaupun tidak secara eksplisit
disebutkan Polri berwenang melakukan penegakan hukum.
C. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan secara eksplisit
berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bahwa Polri berwenang
melakukan penegakan hukum sebagai penyidik di daerah konservasi sumber daya hayati dan
ekosistem
d. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam konsep kewenangan penegakan hukum sebagai penyidik
dilaut bahwa perairan Indonesia adalah media/locus berlangsungnya segala aktifitas atau kegiatan
yang berkaitan dengan semua undang-undang sektoral. Oleh karena itu dalam penjelasan Pasal 24
Ayat (1) UU No 6 Tahun 1996 disebutkan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses
penegakan hukum antara lain meliputi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; Kepolisian
Negara Republik Indonesia; Departemen Perhubungan; Departemen Pertanian; Departemen
Keuangan; dan Departemen Kehakiman.
e. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1)
UU No 32 tahun 2009, Penyidik Polri berwenang melakukan penegakan hukum bersama Penyidik
Pegawai Negri Sipil tertentu di lingkungan instansi
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pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.
f. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No 31 Tahun 2004, penyidik
perikanan dilakukan oleh tiga lembaga yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI



AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya sesuai dengan UU
No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang
ZEEI, Kepolisian hanya berwenang melakukan penegakan hukum diwilayah perairan Indonesia.

g. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2008 Tentang Pelayaran. Pasal 282 Ayat (1) Undang Nomor 17 Tahun 2008 disebutkan bahwa

“selain penyidik Polri dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Namun dalam hal berkaitan
dengan hak lintas damai maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 Ayat (1) Undang

Nomor 17 Tahun 2008 tidak serta merta dapat dilaksanakan karena berdasarkan ketentuan IMO

yang berwenang melakukan pemeriksaan berkaitan hak lintas damai adalah KPLP.

h. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2014
tentang Kelautan menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang No
32 Tahun 2014 “Selain penyidik pejabat Polri dan penyidik lainnya, PPNS tertentu di
lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.
Oleh karena itu Kepolisian berwenang melakukan penegakan hukum dilaut, namun
penegakan hukum sebagaimana dimaksud harus mengikuti berbagai ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya misalnya undangundang perikanan, undang-undang tentang
zona ekonomi eklusif dan undang undang sektoral lainnya yang dari uraian sebelumnya
memberi batasan kewenangan penegakan hukum dilaut Indonesia.

2. Kompleksitas permasalahan dilaut mendorong pemerintah untuk bergerak aktif sebagai fungsi
pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi tersebut dibutuhkan
suatu lembaga yang kuat yang mampu mengawasi kondisi geografis laut Indonesi sebagai pintu
gerbang negara Indonesia. Mengingat luas wilayah laut yang sangat luas, sangat mustahil proses
pengawasannya dibebankan kepada satu/dua lembaga saja. Sehingga proses pengawasannya

dibagi dalam beberapa sektor pengawasan yang masing-masing sektor terdapat banyak lembaga

yang bertanggungjawab dalam proses penegakan hukumnya. Di Indonesia setidaknya terdapat



a.

13 lembaga penegak hukum dilaut dan dari ke 13 lembaga tersebut hanya ada 7 lembaga
(termasuk kepolisian) yang mempunyai satuan patroli dilaut. Dengan banyaknya lembaga yang
terlibat tidak jarang dalam pelaksanaannya sering terjadi permasalahanpermasalahan teknis
termasuk permasalahan ego sektoral. Berikut kendalakendala Korps Polisi Perairan dan Udara

dalam proses penegakan hukum dilaut:
Kendala-kendala yang bersifat yuridis Banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses

penegakan hukum dilaut secara otomatis pasti diikuti oleh berbagai peraturan perundangundangan
sebagai dasar untuk melaksanakan proses penegakkan hukum. Namun sayangnya banyaknya
undang-undang sektoral yang ada masih dimaknai secara parsial (bukan sesuatu yang seharusnya
dimaknai secara integral), akibatnya masih banyak sekali ditemui permasalahan permasalahan ego
sektoral. Permasalahan ini muncul karena masingmasing lembaga merasa mempunyai kewenangan
yang kuat sehingga sering terjadi benturan kewenangan dalam proses penegakan hukumnya.

b.

Kendala-kendala yang bersifat implementasi/pelaksanaan Selain permasalahan

norma/peraturan perundang-undangan, kurangnya koordinasi antar lembaga menambah daftar
panjang permasalahan

penegakan hukum yang melibatkan banyak sektor. Padahal fakta dilapangan yang terjadi
menggambarkan bahwa koordinisasi merupakan faktor yang dominan akan keberhasilan maupun
ketidakberhasilan lembaga negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Ego sektoral yang
dimiliki lembaga penegak hukum yang terkesan gengsi untuk bekerja sama atau hanya sekedar
berkoordinasi bahkan meminta bantuan ternyata menjadi sumber masalah baru tentang ruang
lingkup kewenangan lembaga negara. Sehingga gagalnya koordinasi antar lembaga akan
membawa dampak pada hal-hal yang sudah direncanakan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan (walaupun undang-undang itu sendiri masih memiliki beberapa
kelemahan) menjadi alasan utama semakin kuatnya ego sektoral masing masing lembaga.
Kendala-kendala yang bersifat organisasi Selain peraturan perundang-undangan dan kordinasi
antar lembaga yang tidak berjalan secara optimal, permasalahan ego sektoral ternyata bisa
muncul karena perbedaan cara pandang tentang proses anggaran negara. Dalam proses anggaran

berbasis kinerja, mewajibkan suatu lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan anggaran



sebagai dasar untuk melakukan suatu kegiatan. Kegiatan suatu lembaga negara dalam
perencanaan selalu diikuti dengan besaran biaya yang diperlukan sehingga eksistensi suatu
lembaga negara dalam perspektif keuangan negara selalu dinilai berdasarkan capaian output nya.
Capaian output ini merupakan cerminan dari eksistensi suatu lembaga negara yang dimaknai
dengan besar kecilnya serapan anggaran atau realisasi anggaran. Sehingga manakala realisasi
anggaran suatu lembaga negara itu rendah maka dalam perpektif anggaran berbasis kinerja maka
bisa dikatakan bahwa lembaga tersebut tidak bekerja secara optima. Suatu lembaga negara yang
tidak bekerja secara optimal, dalam proses pengawasan tentunya sangat potensial akan mendapat
teguran oleh inspektorat pengawas. Dengan begitu dalam pelaksanaanya akan mendorong
lembaga-lembaga tersebut bekerja secara optimal memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam
dokumen RKA-KL sehingga tidak jarang dalam pelaksanaanya akan mengabaikan peranan
stakeholder lainnya.
3. Untuk mengatasi beberapa kendala sebagaimana dimaksud maka ada beberapa langkah yang
harus diambil antara lain:
a. Melakukan perbaikan dari sudut pandang yuridis
Hal yang paling mungkin dilakukan untuk meminimalisir permasalahan ego sektoral
antar lembaga penegak hukum adalah: 1) Presiden sebagai kepala pemerintahan harus
bergerak cepat
membuat peraturan presiden yang mengatur tentang langkahlangkah penegakan hukum
terpadu lintas sektoral. 2) Melakukan peningkatan koordinasi sesuai amanah Pasal 16 ayat
(2) dan (3) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
yang merupakan pintu masuk utama dalam memecahkan permasalahan sengketa
kewenangan di lingkungan pemerintahan.

b. Melakukan perbaikan dari sudut pandang organisasi Hal yang dilakukan untuk melakukan
perbaikan dari sudut pandang organisasi adalah dengan memperbaiki tingkat profesionalisme kinerga



dan memperbaiki cara pandang inspektorat pengawas.
C. Melakukan perbaikan dari sudut pandang implementasi/pelakisanaan Berkaitan dengan
perbaikan dari sudut pandang implementasi maka hal yang paling mungkin dilakukan adalah dengan
peningkatan hubungan kelembagaan yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut, karena
hal ini merupakan kata kunci dan sesuatu hal yang mutlak untuk dilakukan oleh masing-masing
lembaga penegak hukum agar tercapai hasil yang optimal dalam pengelolaan keamanan laut.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemimpin Masing-Masing Lembaga Penegak Hukum.

a. [Fakta dilapangan yang terjadi menggambarkan bahwa koordinisasi merupakan faktor
yang dominan akan keberhasilan maupun ketidak berhasilan lembaga negara dalam
menjalankan fungsi-fungsinya. Untuk itu dibutuhkan peran pemimpin yang tidak apatis
serta mampu membuka diri kepada semua lembaga yang telibat untuk berkoordinasi
menyamakan persepsi dan pandangan mereka tentang arah penegakan hukum diwilayah
laut Indonesia.

b. Ketidakmampuan personil dalam memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang
kompleks dalam hal penegakan hukum dilaut dalam praktiknya membawa arah penegakan
hukum yang bersifat parsial. Mereka hanya terpaku pada salah satu fungsi yang melekat
pada diri pribadinya sebagai bagian dari proses penegak hukum. Mereka lupa bahwa
penegakan hukum dilaut adalah sesuatu hal yang kompleks. Untuk itu dibutuhkan suatu
wawasan yang luas mengenai cara pandang penegakan hukum dengan melakukan
pembinaan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai stakeholder lainnya.

2. Kepada Inspektorat Pengawas. Dalam anggaran berbasis kinerja kita tidak menafikkan bahwa
dokumen perencanaan itu sebagai dokumen utama dalam pelaksanaan kegiatan. Namun kita

semua tahu bahwa dokumen tersebut hanyalah dokumen perencanaan bukan sesuatu hal yang

harus terjadi untuk dilaksanakan. Selanjutnya yang perlu di ingat bahwa proses penegakan



hukum merupakan suatu proses yang beradar diwilayah terbuka banyak faktor yang terlibat
didalamnya. Sehingga kita tidak bisa memaksakan diri untuk menyelesaikan target sesuai
dengan apa yang sudah direncanakan. Untuk itu dalam proses pengawasan, inspektorat harus
beralih dari proses pengawasan yang berbasis pada out put pekerjaan beralih kepada out come

dengan lebih memahami permasalahan-permasalahan dilapangan.
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